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WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR & TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NCTMUOIR  TAHUN 2012 TENTANCGE TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
TANGGAP DARURAT BENCANA

DMENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian Pemerintah
Kota Semarang terhadap masyarakat yang terkena musibah
bencana maka perlu meninjai kembali Peratiiran Walikota
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan
Perltanggungjawaban Beianja Tidak Terduga Untuk Tanggap
Darurat Bencana;

h. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas maka perlu
membentuk  Peraturan Walikota  Semarang tentang
Ferupnahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9
Tahun 2012 tentang Tata  Cara Pemberinn dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untik Tanggap
Darurat Bencana;

Mengingat ' 1. Undang-Undang Nomor 16 Tabun 1950  tentang
Pembeniukan  Daerah-Daerah Kola  Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa lengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Namor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); X




5.

0.
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10.

Undang-Tndang  Notor 17 Tahun 2003 lentang
Keuangan Negara (Lembaran Negins Republik Indonesia
Tuhue 2003 Nomor 47, Tambaban Lembuaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undong-Undang  Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Perbendahiaraan Negaran  (Lembouowy  Negara Republik
Indoncsia Tahun 2001 Nomor 5, Tambsahan Lembaran
Nepr4 Republile Indonesia Nomor 1365);

Undang Undnng  Nomor 15 ‘Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2001 Nomor bb, Tambahan Lembaran Negars Hepublik
Indonesia Nomor 4400);

Undanp-Undang  Nomor 3¢ Tahun 2001  tentang
I'emerintahan  Daecrah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Teunbahan Lembaran
Negara Republik lodoncsia Nomor 4437) schagaiuana
telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahuii 2008 tentang  Perubahan
Kedun Atas Undang Unduang Nomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemeriniaban Daerah  (Lembaran Neguarn
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tummbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-undang Nomor 241 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Dencanp (Tambahan Lembaran Negara
Republile Indonesia Nowor 4723);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik  Indonesia ‘I'nhun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Ncgara Républik
Indonesia Nomor 5234);

Pernturian l'cmicrinian Nomor 16 Tahun 14976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang
(Lemibaran Negara Republity  Indonesin Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintds Nomor DO Tahun 1992 lentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah  Kabupaten-
kabupaien Daerai Tingkat O Purbalingga, Ciiscap,
Wonogini, Jepara dan Kendal serta Penatlaan Kecamatan
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1l Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah
(Lembaran  Negarsn  Republile  Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);
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sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik lndunesig Taliun 2005 Nuomare 138 Tambphan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pomerintah Nomor 56 Tahun 20005 tnntﬁn,q
Sistem Informasi Keuangon Daernbh (Lembaran Negara
Republilc Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lowbarwn Negara Hepublile Indonesia Nomaor 45760);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (enlang
Pengelolaan  Kcuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Im]nnésiH Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Tndonmesin Nomor 4578);
Peraturan Pemerintalh Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pcmcrintah,
Pemerintahan Daerab Propinsi dan Pemerintahan Dacrah
Kabupaicn/Kota (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahiun 2007 Nomor 83, Tambhahan Lembnran  Negnen
Republik Indonesia Nomor 47 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Beoncana  (Tembaran

Negara Repubiik Indonesia ‘Tahun 2008 Nomor 12,
Tamhahan Lembaran Negara  Republik Indoncsia
Nomor <1828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan — Bencana
(lLembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomaor 1829 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
lenlany Pedomwanr  Pengeloluan Keuangann  Dacral
schagaimana  wlah  dirdbah  beberapa kali  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalaun Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;




18, Peraturan Dacrah Kolw Semarang Nomor 11 Tahun 2006
lentang Pengelolaan Keuangan (Lembardn Daeralh Kota
Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Scmarang
Nonier 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
NDasrah Kota Scmarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keusngan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lemmbaran Daerah Kota

Semarang Nomor %3);

19, Peraturan Dacrali Kota Semarang Nowmss 13 Pahun 2010
tentang Penyelcnggaraan Penanggulangan Bencana i
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 48);

MEMUTTISKAN .

PERATURAN WALIKOTA SIEMARANQG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOK 9 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEETANGGUNGIAWARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
TANGGAP DARURAT BENCANA,

Menetapkan

Pasal |

Beherapa keleniuan dalam Peraturan Walikola Semarrang Peraturan Walikola

-

Sscmarang Nomor © 0 Tahun 2002 enliane  Tata Carn Pemberlan  dan
Dertanggungjawaban Delanja Tidak Terduga Unluk Tanggap Darural Bencana
(Berita Daernh Kota Semarang Tahun 2012 Nomaor 9), dinhah scbagal berikut :

[. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11

Helanja kebutuhan tanggap darurai bencana schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 digunakan untuk :

2, penmri:m dan penyvelamatan korban bencana,

b. pertolongan darurat;

¢. evakuasi korban bencana;

d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; r

€. pangan;




sandang;

pelayanan keschatan;

rqa

-
-

penampungan sertd lempat hunian sementara; dan

[ -

perbaikan rumah atau relokasi rumah.
Pasal 11
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan
Walikola ini dengan penempatannya deleam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 4 anu i 10 !é/
Ty
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WALIKOTA SEMARANG

D>

HENDIRAR PRTHALDI

Diundangkan di Semarang,

pada tanggal 10 60087 wb

SEKRETARIS DAKRAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

!’:3

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN #¢ 7 NOMOR

A ]




